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ABSTRAK 
Fadli (B111 07 719). Pembentukan Partai Politik Menurut Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (dibimbing oleh Aminuddin 
Ilmar selaku pembimbing I dan Marwati Riza selaku Pembimbing II) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah 
pembentukan partai politik menurut undang-undang nomor 2 tahun 2011 
tentang partai politik dan  mengetahui bagaimana verifikasi partai politik 
untuk memperoleh badan hukum di Kementrian Hukum dan Ham 
Penelitian ini dilaksanakan di Kanwil Hukum dan Ham Makassar 
yang merupakan perwakilan dari kementrian hukum dan ham tempat 
partai politik baru mendaftarkan diri untuk menjadi badan hukum tentunya 
untuk mengikuti pemilihan umum sementara metode penelitian yang 
digunakan yaitu teknik pustaka atau studi dokumen yaitu menginventaris, 
meneliti, dan menguji bahan-bahan hukum atau data tertulis baik kitab 
perundang-undangan, buku-buku, jurnal, bahan-bahan ertulis lainnya yang 
berkaitan dengan objek yang diteliti 
 
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Syarat-syarat pendirian 
partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Partai Politik yaitu: Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 
30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua 
puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi, Pendiri dan 
pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik 
lain, Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% (tiga 
puluh perseratus) keterwakilan perempuan, Akta notaris  harus memuat 
AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan 
Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan 
paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. (2) 
Proses verifikasi Partai Politik untuk memperoleh badan hukum yaitu di 
tingkat kecamatan, semua pengurus ditingkat kecamatan akan 
melaporkan diri dengan membawa susunan kepenguruan yang terdiri atas 
Ketua, Sekretaris, dan Bendahara 3 orang dan membawa surat 
keterangan lurah atas domisili kantor dan surat keterangan yang sah 
terkait status kantor. Camat akan mengeluarkan keterangan soal laporan 
ini, di tingkat kabupaten, pengurus partai politik kabupaten akan 
membawa semua Surat Keterangan Camat (50 persen dari jumlah yang 
ada pada kabupaten tersebut) ke kantor kesbang Kabupaten. Termasuk 
pengurusan parpol kabupaten. Bupati atau pejabat yang disepakati akan 
mengeluarkan surat ini, di tingkat provinsi pengurus Partai Politik akan 
melakukan hal yang telah dilakukan ditingkat kabupaten, dan Terakhir 
pengurus DPP akan membawa semua dokumen dari daerah ke 
Kementrian Hukum dan Ham beserta dokumen yang disyaratkan dalam 
Undang-Undang. 
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DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Dalam ilmu hukum sudah menjadi pemahaman bahwa suatu 
Negara dapat di sebut demokratis apabila terdapat partai-partai politik, 
sebab dengan kehadiran partai politik berarti adanya pengakuan 
penguasa akan hak warga Negara untuk berbeda pendapat. Bahkan 
partai politik sekarang ini sangat dibutuhkan eksistensinya sebab partai 
politik di artikan sebagai organisasi yang berfungsi sebagai penggandeng 
antara rakyat dan badan badan pemerintah yang pada akhirnya 
melaksanakan kehendak atau mengontrol pelaksanaan kehendak rakyat 
sebagai mana di wujudkan dalam hukum dan  kebijakan. 
Stabilitas sistem politik yang berkembang sangat tergantung atas 
kekokohan partai politik yang dimiliki. Partai politik, sebaiknya hanya dapat 
menjadi kuat sejauh ia mampu  melembagakan dukungan massa. Untuk 
itu keberadaan suatu partai politik dalam suatu sistem politik akan dapat 
berjalan dengan baik apabila di berikan ruang yang memadai. Namun 
yang menjadi titik perhatian disini adalah untuk dapat berkompetisi secara 
fair, partai politik membutuhkan ruang yang memungkinkan berkembang 
sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan hak-hak 
politiknya dalam kehidupan bernegara. 
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Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan 
bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip “checks and 
balances” dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-
fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip “checks and balances” 
berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian 
dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua 
ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur 
berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau 
kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh-
berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul 
dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan. 
Tentu saja, partai politik adalah merupakan salah satu saja dari 
bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, 
pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di 
samping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud 
kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat 
melalui organisasi-organisasi non-partai politik seperti lembaga swadaya 
masyarakat (LSM), organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas), 
organisasi non pemerintah (NGO’s), dan lain sebagainya. 
Adapun ciri-ciri partai politik yang mampu menciptakan sistem 
politik yang demokratis, efektif sekaligus stabil adalah antara lain sebagai 
berikut: Pertama, melalui proses Pemilu yang luber; Kedua, bersifat bebas 
dari kekuatan-kekuatan lain khususnya penguasa pribadi, birokrat, 
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maupun militer; Ketiga, berakar dan mendapat dukungan luas dari 
masyarakat dan Keempat, mengandalkan kepemimpinan dari bawah. 
Meskipun demikian, prasyarat-prasyarat tersebut di atas tidak dapat 
dijadikan patokan dalam melihat kepartaian pada masa Orde Baru. Seperti 
yang diketahui bersama, partai-partai hasil fusi dibawah Orde Baru adalah 
partai-partai yang sudah kehilangan kewibawahan atau kepercayaan 
sebagai partai. Hal ini di akibatkan oleh introduksi kebijakan depolitisasi, 
deparpolisasi dan deideologisasi yang sangat intensif sejak awal Orde 
Baru, dimana partai-partai bukan lagi perpanjangan kepentingan dan 
aspirasi masyarakat. Namun Negara telah menjadi satu-satunya sumber 
rujukan dan legitimasi bagi partai politik. 
   Dewasa ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah 
dibentuk suatu lembaga Negara yang di namakan Mahkamah Konstitusi. 
Dalam UUD 1945 yang telah di amandemen sebanyak 4 (empat) kali 
menjelaskan bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi 
yang dibentuk tersebut adalah memutuskan pembubaran partai politik. 
Partai politik di bentuk oleh masyarakat sebagai bentuk jaminan 
kebebasan yang di atur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang 
berbunyi, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarakan pendapat”. 
Oleh karena itu, mendirikan dan menjadi anggota yang secara 
universal diakui merupakan hal yang utama dalam demokrasi yaitu 
adanya jaminan dalam konstitusi terhadap hak-hak asasi bagi setiap 
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orang. Pembentukan partai partai politik baru pun bermunculan setelah 
terjadinya reformasi yang memberikan kebebasan berpolitik sejak tahun 
1998 kepada setiap warga Negara Indonesia dalam menuju pemilihan 
umum tahun 1999. Hal ini terbukti dengan hadirnya 48 partai politik yang 
mana 45 diantaranya adalah partai-partai politik yang baru. 
 Pada tahun 2004 Indonesia kembali melakukan pemilihan presiden 
yang dilakukan  secara lansung untuk pertama kalinya semenjak merdeka 
tahun 1945. Pada pemilihan umum tahun 2004 ini, jumlah partai politik 
yang ikiut berpartipasi hanya berjumlah 24 saja. Jumlah ini setengah dari 
jumlah partai yang ikut pada pemilihan umum pada tahun 1999. Hal ini 
menunjukan bahwa sebagian partai politik yang ikut kembali dalam 
pemilihan umum tersebut telah bubar dan/atau menggabungkan diri 
dengan partai lain. Partai politik yang bubar kemudian menggabungkan 
diri dengan partai politik lain yang memiliki persamaan ideologi, visi, dan 
misi agar dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya kembali. Namun, 
terdapat pula partai politik lain yang bubar yang disebabkan adanya 
masalah interen dalam partai politiknya sehingga dengan sendirinya partai 
politik tersebut membubarkan diri. Adapun partai politik yang hanya 
merubah nama, lambang, dan tanda lambang partai politiknya, sehingga 
tidak perlu lagi menggabungkan diri lagi dengan partai politik lainnya untuk 
dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya jika jumlah suaranya dalam 
pemilihan umum sebelumnya tidak terpenuhi. 
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Telah dijelaskan diatas bahwa partai politik merupakan hal yang 
utama dalam demokrasi sehingga sering dikatakan bahwa partai politik 
merupakan pilar demokrasi. Makna pilar yang dimaksud haruslah kokoh. 
Artinya dalam menciptakan Negara  demokrasi yang kuat dan kokoh maka 
harus di tunjang dengan partai politik yang berkualitas. Maka jika hal ini di 
harapkan maka partai politik tidak boleh banyak jumlahnya. Oleh karena 
itu, dalam menuju pemilihan umum jangan melihat dari kuantitas partai 
politik yang ikut dalam pemilihan umum tersebut sebagai perwujudan 
kebebasan berserikat, namun, harus juga melihat kualitas partai politik 
yang ikut dalam pemilihan umum itu.  
Pembatasan yang dilakukan atas jumlah partai politik yang akan  
ikut dalam pemilihan umum bertujuan mencegah adanya “ajang 
aktualisasi diri” bagi pendiri partai politik itu. Jika hal ini terjadi maka partai 
politik hanya di jadikan alat saja untuk mendongkrak popularitas pendiri 
partai itu. 
Namun, pembatasan jumlah partai politik tidak boleh juga di 
lakukan dengan menggunakan perangkat hukum secara sengaja. Hal ini 
dapat diartikan, membatasi dan mengurangi kemerdekaan dan kebebasan 
berserikat itu sendiri yang telah diatur dalan UUD 1945. Oleh karena itu, 
harus ada aturan yang jelas dalam tatacara pembentukan dan 
pembubaran partai politik yang adil antara pribadi pendiri partai politik 
dalam hal ini warga Negara Indonesia dan pemerintah sebagai penguasa. 
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Berdasarkan uraian yang telah di uraikan sebelumnya, maka 
penulis tertarik untuk memilih judul “Pembentukan Partai Politik 
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik” 
 
B. Rumusan Masalah  
 Agar di peroleh suatu penggambaran serta untuk mencegah 
timbulanya penafsiran yang berbeda terhadap objek penelitian, maka 
perlu untuk menentukan rumusan masalah sebagai dasar untuk 
menghindari luasnya pembahasan. Berkenaan dengan hal tersebut, 
penulis berupaya membatasi masalah yang di teliti seperti yang tertuang 
dalam rumusan masalah berikut ini : 
1. Bagaimanakah syarat-syarat pendirian partai politik berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik? 
2. Bagaimanakah verifikasi Partai Politik untuk memperoleh badan 
hukum ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui syarat syarat pendirian partai politik menurut 
undang undang yang berlaku di Indonesia . 
2. Untuk mengetahui verifikasi partai politik untuk mendapatkan badan 
hukum. 
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Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Kegunaan teoritis. 
a. Sebagai bahan masukan terhadap pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya ilmu Hukum. Dalam artian tujuan 
penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai karya ilmiah 
bagi yang ingin mengkaji studi tentang partai politik 
b. Meransang munculnya penelitian baru dalam bidang ini, 
sehingga studi ilmu Hukum dapat selalu menyesuaikan diri 
dengan pengembangan dan kegunaan ilmu pengetahuan  
2. Kegunaan praktis. 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi partai 
politik di Indonesia dalam rangka menciptakan partai politik yang 
brkualitas dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita partai, 
terkhusus dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik. 
b. Sebagai bahan masukan bagi praktisi partai politik untuk 
melengkapi dirinya dalam memasuki dunia kepartaian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Negara Hukum dan Demokrasi 
 Menurut Miriam Budiarajo (1977:38-39) Negara adalah agensi (alat) 
dari mayarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-
hubungan manusia dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang 
dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaanya secara sah 
terhadap semua golongan kekuasaan lainya yang dapat menetapkan 
tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara 
dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam 
kehidupan bersama, baik oleh individu  dan golongan atau asosiasi, 
maupun oleh Negara sendiri. 
Oleh karena itu, Mariam Budiarjo (1977:39) mengemukakan 2 (dua) 
tugas Negara sebagai berikut : 
1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang 
soaial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak 
menjadi antagonism yang membahayakan; 
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan 
golongan-golongan kearah ttercapaunya tujuan-tujuan dari 
masyarakat seuruhnya. Negara menentu,  bagaimana kegiatan 
asosiasi-asosiasi kemasyarakatan di sesuaikan satu sama lain 
dan diarahkan kepada tujuan nasional. 
 
Oleh karena itu, pengendalian ini dilaksanakan berdasarkan sistem 
hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta alat-alat 
kelengkapanya. Kekuasan Negara mempunyai organisasi yang paling 
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kuat dan teratur, maka semua golongan dan asosiasi yang 
memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri dalam sistem 
ini. 
Berkenaan dengan konsep Negara hukum dalam kepustakaan 
Indonesia, diterjemahkan “rechtsstaat” atau “the rule of law”  atau sama 
dengan Negara hukum . Muhammad Yamin (1982:72) menyatakan bahwa 
“republik Indonesia adalah Negara hukum (rechtsstaat, government law)”. 
Sri soemantri (1992:29-30) menguraikan bahwa unsur-unsur 
terpenting dalam Negara hukum yaitu: 
1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 
harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan; 
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga 
Negara); 
3. Adanya pembagian kekuasaan; 
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke 
control); 
 
Sedangkan menurut Padmo wahyono dalam Sjachran 
Basah(1986:148) menyatakan bahwa di dalam Negara hukum terdapat 
pola sebagia berikut : 
1. Menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia; 
2. Mekanisme kelembagaan Negara yang demokratis; 
3. Tertib hukum; 
4. Kekuasaan kehakiman yang bebas. 
 
Lebih lanjut Sjachran Basah (1986:12) mengemukakan bahwa: 
Negara hukum berdasarkan Pancasila dikenal hak dan kewajiban 
asasi manusia, Hak-hak perseorangam yang bukan saja harus 
diperhatikan dengan mengingat kepentingan umum, menghormati 
bangsa, moral umum dan ketahanan nasional berdasarkan undang-
undang. 
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Ajaran Negara berdasarkan atas hukum mengandung asensi 
bahwa hukum adalah “supreme” dan kewajiban bagi para penyelenggara 
Negara dan pemerintah untuk tunduk pada hukum (subject to the law). 
Tak ada kekuasaan di atas hukum (under the rule of law). Dalam 
hubungan inilah tidak boleh ada kekuasaan yang sewenag-wenang 
(arbitrary power) atau penyalah gunaan kekuasaan (misuse of power). 
Oleh karena itu, ajaran Negara berdasarkan hukum memuat unsur 
pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-
wenagan. 
S.F.Marbun & Mahfud M.D (1987:45) mengemukakan bahwa : 
Konsep Negara hukum mengalami pertumbuhan menjelang abad 
XX yang ditandai dengan lahirnya konsep Negara hukum modern 
(welfare state), tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga 
malam dan tidak boleh pasif tetapi aktif turut serta dalam kegiatan 
masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang terjamin    
 
Berkenaan dengan pertumbuhan Negara kesejahteraan modern 
Negara hukum dalam materil, membawa akibat ikut campurnya 
pemerintah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang berarti 
pemerintah mempunyai tugas servis public (Berstuurzorg). Sjachran 
Basah (1986:11) menyatakan bahwa “ tugas Negara yang khusus 
dilapangan menyelanggarakan kesejahteraan umum untuk mencapai 
masyarakat adil dan makmur yang merata materil serta spiritual 
merupakan servis publik”. 
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Demokrasi itu sendiri dapat diartikan sebagai pemerintah bagi 
rakyat. Hal ini karena kata “ demokrasi” berasal dari Negara Yunani yang 
terdiri dari 2 (dua) kata yaitu demos yang berarti rakyat dan cratein yang 
berarti kekuasaan . 
Hertz (Sukarna, 1990:37) menyatakan bahwa . 
Demokrasi adalah semacam pemerintahan dimana tidak ada 
seorang  anggota masyarakat atau kelompok yang mempunyai hak 
pererogratif politik yaitu hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh 
siapapun juga atas orang lain. (democracy is a from of government 
in which no one member, has political prerogeratif over any other. 
Government is thus the rule of all over all in the common, as 
apposed to the individual or separate group interest) 
 
Oleh karena itu, dalam Negara demokrasi menghendaki atau 
menuntut pertanggung jawaban dari pada yang memerintah untuk di 
perintah. Sehingga  dalam pelaksanaanya, pemerintah yang berjalan 
secara demokratis tidak boleh melanggar hak-hak asasi perorangan atau 
kelompok atau hak-hak asasi manusia, melainkanj harus melindungi hak 
asasi tersebut. 
Dalam suatu Negara demokrasi, kedudukan dan kewenagan partai 
politik merupakan salah satu bentuk pelembagaan sebagai wujud ide-ide, 
pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyrakat. 
Sehingga, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya 
sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip cek and balances dalam arti 
luas.  
Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-
proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara 
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warga Negara dan institusi-institusi kenegaraan. Dengan demikian peran 
partai politik sangat penting dalam rangka dinamika pelembagaan 
demokrasi karena dengan adanya partai politik maka perjuangan 
kepentingan bersama menjadi kuat kedudukanya dalam mengahadapi 
pihak lawan atau saingan (Karena kekuatan-kekuatan kecil dan terpecah-
pecah dapat di konsilidasikan dalam satu front). Oleh karena itu, proses 
pelembagaan demokrasi itu pada pokoknya sangat ditentukanoleh 
pelembagaan organisasi partai politik sebagai bagian yang tak terpisahkan 
dari sistem demokrasi itu sendiri. 
 
 
B. KEBEBASAN BERSERIKAT 
1. Hakikat Kebebasan berserikat  
Kebebasan berserikat merupakan hak yang bersifat fundamental 
dan melekat dalam kehidupan bersama umat manusia. Hal ini disebabkan 
oleh setiap manusia selalu mempunyai kecendrungan untuk 
bermasyarakat, dan dalam masyarakat itu perilaku setiap orang untuk 
memilih teman dalam hubungan-hubungan social merupakan sesuatu 
yang bersifat alamiah. 
Kebebasan orang untuk berkumpul dan berserikat meyangkut 
kebebasan untuk menentukan pilihan berorganisasi dengan atau kemana. 
Artinya, seorang seharusnya sukarela menentukan sendiri kehendak 
bebasnya itu, tidak karena di paksa ataupun di giring orang lain untuk 
mengikuti suatu organisasi. 
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Oleh karena itu, tidak ada pembatasan ataupun pengekangan 
kepada siapapun untuk mendirikan suatu partai politik. Juga untuk 
berpartai dan berorganisasi. Semua orang berhak untuk mendirikan 
organisasi partai dalam rangka mengekspresikan pandangan dan idea tau 
mengorganisasikan upaya mewujudkan aspirasi politiknya  masing-masing 
melalui perjuangan politik kenegaraan. 
 2.  Jaminan Kebebasan Berserikat  
Sumber rujukan internasional tentang standar kebebasan 
berserikat, berkumpul dan berorganisasi adalah instrument-instrumen hak 
asasi manusia yang berlaku universal, terbatas, ataupun yang berlaku 
hanya dalam lingkup regional saja. Contoh adalah Universal Declaration of 
Human Rights (UDHR). 
 Sedangkan  dalam peraturan perundangang-undanagn di 
Indonesia juga memberikan kemerdekaan berserikat. Hal ini di atur dalam 
UUD 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “ setiap orang berhak 
atas kebebasn berserikat , berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.   
Ketentuan ini mengandung substansi yang jauh lebih tegas 
dibandingkan dengan ketentuan Pasal 28 yang berasal dari rumusan asli 
sebelum perubahan Kedua pada Tahun 2000 yang berbunyi 
“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. 
Jika di tentukan bahwa jamina hak berserikat itu ditetapkan dengan 
undang-undang, berarti jaminan itu baru akan ada setelah di tetapkan 
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dengan undang-undang. Karena itu, sebenarnya ketentuan asli Pasal 28 
UUD 1945 itu bukan rumusan hak asasi manusia seperti umumnya di 
pahami (Jimly Asshiddiqie, 2005:8) 
Oleh karena itu, hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat yang di rumuskan pada Pasal 28 UUD 1945 itu sama sekali 
tidak dapat disebut sebagai hak asasi manusia sebagaimana seharusnya. 
Pasal 28 itu sama sekali tidak mengandung jaminan hak asasi manusia 
seperti yang seharusnya menjadi muatan konstitusi Negara demokrasi. 
Rumusan ketentuan yang demikian itu sangat berbeda jika 
dibandingkan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) hasil Perubahan 
Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Berdasatrkan Pasal 28E ayat (3), hak 
untuk berserikat , berkumpul, dan mengeluarkan pendapat itu diakui 
secara tegas. 
  
C. PARTAI POLITIK 
1. Pengertian Partai Politik 
Partai politik terdiri dari 2 (dua) kata yaitu partai dan politik. Partai 
sendiri bersal dari bahasa latin yaitu partie yang bermakna membagi. 
Sedangkan politik berasal dari bahasa Inggris yaitu politics yang artinya 
bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem Negara yang menyangkut 
yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sestem itu dan 
melaksanakan tujuan itu. Sehingga partai politik dapat berarti organisasi 
yang mempunyai basis ideologi yang jelas, dimana setiap anggotanya 
mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut 
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kekuasaan atau mempengaruhi kebijakan Negara baik secara lansung 
maupun tidak lansung serta ikut pada sebuah meknisme pemilihan umum 
untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan dukungan rakyat. 
Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2011 tentang 
Partai Politik berbunyi: 
“ Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan 
dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas 
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945” 
Pengertian partai politik telah banyak dikemukakan oleh para ahli 
dengan melihat partai politik dari sudut teori dan praktek di setiap Negara. 
Walaupun terjadi perbedaan dalam pendefenisian tentang partai politik 
tersebut, namun tujuan yang ingin dicapai oleh partai politik tersebut 
tetaplah sama yaitu kekuasaan. Menurut Mariam Budiarjo (1977: 160-161) 
partai politik merupakan: 
Suatau kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya 
mempunyai orentasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan 
kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut 
kekuasaan politik –(biasanya) dengan cara konstutionil- untuk 
melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. 
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Menurut Carl J. Friedrich (Mariam Budiarjo, 1977: 161), partai 
politik adalah: 
Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan 
merebut atau mempertahankanpenguasaan tehadap pemerintah 
bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan pengausaan ini 
memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat 
idiil maupun materiil. (A political party is a group of human beings, 
stably organized with the objektif of securing or maitaning for its 
leaders the control of a government, with the further objektif of 
giving to members of the party, through such control ideal and 
material benefits and advantages). 
 
Sedangkan R.H. Soltau (Miriam Budiarjo,1977:161), juga 
mendefenisikan bahwa partai politik adalah : 
Sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang 
bertindak sebagai satu kesatuan politik yang memanfaatkan  
kekuasaannya untuk memilih, bertujan menguasai pemerintahan 
dan melaksanakan kebijakan umum mereka.  ( A group of citizens 
more or les organized, who act as political unit and who, by the use 
of their voting power, aim to control the government and carry out 
their general policies).  
 
Defenisi partai  politik juga di kemukakan oleh, Sigmund Neumann 
(Mariam Budiarjo, 1977: 162) yaitu : 
Partai politik adalah dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk 
menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat 
atas dasar persaingan dengan satu golongan-golongan atau 
golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. (A 
political party is the articulate organisatioan of society’s active 
political agents, those who are concerned with the control of the 
govermenral power and who compete for popular support with 
another group or groups holding divergent views). 
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Selanjutnya Mariam Budiarjo (1977: 162) juga menjelaskan antara 
lain bahwa terdapat perbedaan antara partai politik dengan gerakan 
(movement) dan kelompoak penekan (interest group). Gerakan diartikan 
sebagai kelompok atau golongan yang ingin melakukan perubahan-
perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang 
berkehendak menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali 
dengan cara memakai cara-cara politik. Sedangkan kelompok 
kepentingan atau kelompok penekan  merupakakn kelompok yang 
bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu “kepentingan” dan 
mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan 
yang menguntukan atau menghindari keputusan yang merugikan. Lebih 
lanjut Mariam Budiarjo menjelaskan bahwa partai politik memiliki tujuan 
yang lebih luas dan berusaha menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan 
perwakilan rakyat. 
Selain defenisi di atas, Jimli Assiddiqie (2005:23)  mendefenisikan 
bahwa “ Partai Politik adalah satu bentuk pelembagaan sebagai wujud 
ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran dan keyakinan bebas dalam masyarakat 
demokratis”. 
Kemudian Jimli Assiddiqie (2005:69) menambahkan bahwa partai 
politik merupakan asosiasi warga Negara yang karena itu partai politik 
dapat berstatus sebagai badan hukum (rechtpersoon). Sehingga partai 
politik tesebut tidak dapat beranggotakan dari badan hukum yang lain. 
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Oleh karena itu, yang dapat menjadi anggota partai politik tersebut adalah 
perorangan warga Negara sebagai natuurlijke persoons   (subjek hukum).  
Sedangkan menurut Huszar dan Stevenson (Sukarna,1990:80) 
mendefenisikan : 
Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta 
berusaha untuk mengendalikan pemerintahan  agar supaya dapat 
melaksanakan program-programnya dan menempatkan / 
mendudukan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan. 
 
Selanjutnya Huzhar dan Stevenson (Sukarna 1990:89) 
menjelaskan bahwa antara lain bahwa partai politik berusaha untuk 
memperoleh kekuasaan dengan dua cara yaitu dengan ikut serta dalam 
pemilihan yang sah, dengan tujuan pada saat pemilihan umum 
memperoleh suara mayoritas dalam badan legislatif, atau mungkin bekerja 
dengan cara tidak sah atau secara subversive untuk memperoleh 
kekuasaan tertinggi dalam Negara yaitu dengan cara revolusi (coup 
d’etat). 
E.M Sait (Sukarna 1990:89), juga menyebutkan antara lain bahwa 
:”Partai Politik dapat dirumuskan sebagai satu kelompok orang yang 
trorganisir serta berusaha untuk mengendalikan kebijakan pemerintah 
maupun pegawai negeri”. 
Dalam literatur ilmu politik Lapalombara dan Myron Winer (Ramlan 
Siurbakti, 1992:113) melihat  antara lain partai politik sebagai organisasi 
untuk mengekspresikan kepentingan ekonomi dan mengatur konflik. Partai 
politik dilihat sebagai organisasi yang mempunyai kegiatan yang 
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berkesinambungan serta secara organisatoris memiliki cabang mulai dari 
tingkat pusat sampai daerah. 
Secara umum partai politik  antara lain adalah suatu kelompok yang 
terorganisir yang anggotanya memiliki orentasi, nilai-nilai dan cita-cita 
yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kadudukan politik 
dan kekuasaan politik (biasanya dengan cara konstitusional) untuk 
melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Mochtar Mas’oed dan Colin 
Mc Andrews, 1986:16). 
Partai politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan 
berpolitik yang modern dan demokratis. Partai politik secara ideal 
dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi masyarakat, mewakili 
kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang 
saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara 
abash (legitimate) dan damai (Ichlasul Amal, 1998:xi). 
Mark N. Hangopian (Ichlasul Amal, 1998:xi) menjelsakan antara 
lain bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang di bentuk untuk 
mempengaruhi bentuk dan karakter kabijakan publik dalam kerangka 
prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek 
kekuasaan secara lansung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. 
Dalam Ensikopedi Politik Pembangunan Pancasila ( Jilid IV:76), 
parati politik adalah sekelompok warga Negara yang berkehendang untuk 
mencapai tujuan-tujuan politik tertentu dalam rangka di tetapkan oleh 
konstitusi. Setiap partai politik adalah suatu organisasi perjuangan politik 
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yang berusaha agar kemauan politiknya dilaksanakan, karena ini hanya 
mungkin dilakukan dengan kekuasaan, maka partai mencari kekuasaan, 
membentuk dan menggunakan kekuasaan bukan tujuan melainkan sarana 
untuk mewujudkan kesejahtraan bersama menurut pandanagn partai 
tersebut dalam konstitusi. Suatu kelompok dikatakan sah atau berhak 
disebut  “Partai Politik” apabila tidak menggunakan pribadi atau golongan. 
Partai yang demokratis selalu mengakui hak-hak partai lain. 
Berdasarkan tersebut defenisi diatas walaupun sepintas tampak 
berbeda antara satu dengan yang lainnya namun secara umum partai 
politik dapat diartikan sebagai kelompok orang dalam suatu usaha 
bersama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan biasanya melaui 
suatu mekanisme politik yang di sebut Pemilu. 
Hal tersebutlah yang membedakan antara partai politik dengan 
kelompok kepentingan lainya. Partai politik selalu memperjuangkan suatu 
kepentingan dalam skala yang luas melalui mekanisme Pemilu, 
sedangkan kelompok penekang atau kelompok kepentingan hanya 
mengejar kepentingan-kepentingan sesaat dalam ruang lingkup yang lebih 
kecil serta tidak melalui pemilu. 
Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa partai 
politik adalah organisasi yang berusaha menghimpun kekuatannya dari 
dukungan rakyat pemilih dan berusaha mendudukkan atau menempelkan 
terutama pada lembaga perwakilan rakyat. 
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2. Badan Hukum Partai Politik          
Menurut Molengraaff (Jimly Asshiddiqie, 2005:71) badan hukum 
pada hakekatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya 
secara bersama-sama , dan didalamnya terdapat harta kekeyaan bersama 
yang tidak dapat dibagi-bagi. 
Selanjutnya dijelaskan antara lain bahwa setiap anggota tidak 
hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagianya 
dalam suatu kesatuan yang tidak dapat dibagi itu,tetapi juaga sebagai 
pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap 
pribadi anggota adalah pemilik kekayaan yang terorganisasikan dalam 
badan hukum itu. 
Adapun teori yang dikemukakan oleh A. Brinz dan F.J Van der 
Heyden (Jimly Asshiddiqie, 2005:71) dengan teori zweck vermogen 
(doelvermogens theorie) yang menerangkan bahwa badan hukum 
merupakan badan yang mempunyai hak atas kekayaan tertentu yang tidak 
dimiliki oleh setiap subjek manusia manapun yang dibentuk untuk tujuan 
melayani kepentingan tertentuan. Adanya tujuan itulah menentukan 
bahwa harta kekayaan di maksud sah untuk diorganisasikan menjadi 
badan hukum. 
Berdasarkan teori van het ambtellijke vermorgen  yang di jelskan 
oleh Holder dan Binder (Jimly Asshiddiqie, 2005:70-71), maka badan 
hukum adalah badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri yang 
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dimiliki oleh pengurus harta itu karena jabatan sebagai pengurus harta 
yang bersangkutan. 
Sedangkan menurut teori Otto von Goerke  yang disebut dengan 
teori organ menerangkan bahwa badan hukum merupakan “ een bestaan, 
dat hun realiteit”  dari konstruksi yridis seolah-olah dari manusia yang 
sesungguhnya dalanm lalulintas hukum, yang juga mempunyai kehendak 
atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat kelengkapannya yaitu 
pengurus dan anggotanya, dan sebagainya (Otto von Goerke dalam 
bukunya Jimly Asshiddiqie 2005:71-72). 
Berdasarkan pandangan-pandangan diatas tentang badan hukum, 
maka dapat dilihat ada 2 (dua) pandangan yang saling berkebalikan. 
Pandangan yang di kemukakan oleh Holder dan Binder denagan teori van 
het ambtelijke vermogen  lebih dikenal dengan teori fiktie. Sedangkan 
pandangan Otto von Goerke merupakan teori organ. Namun, pada 
dasarnya kedua teorib tersebut mengakui badan hukum sebagai subjek 
hukum sebagai rechtpersoon atau menselijkpersoon yang merupakan 
lawan kata sekaligus pasangan bagi konsep orang sebagai subjek hukum 
atau natuurlijke person . 
Selain itu, dalam badan hukum harus terdapat 4 (empat) unsur 
pokok, yaitu ; 
1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan  subjek hukum 
yang lain. 
2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan.  
3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum. 
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4. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan 
internalnya sendiri (Jimly Asshiddiqie, 2005:74). 
 
Oleh karena itu, badan hukum atau rechtspersoon sebagai subjek 
hukum seperti diuraikan diatas dapat dibedakan atas badan hukum public 
dan badan hukum public (pribadi). Menurut C.S.T Kansil dan Cristine S.T 
Kansil (Jimly Asshiddiqie 2005:76) menjelaskan bahwa antara lain badan 
hukum public (publiek rechts person ) adalah badan hukum yang didirikan 
berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan public atau 
orang banyak atau Negara pada umumnya. Selanjutnya Kansil 
menjelaskan juga antara lain bahwa badan hukum privat merupakan 
badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang 
menyangkut kepentingan pribadi orang dalam hukum itu. 
Suatu badan hukum dapar dikatakan sebagai badan hukum public 
ataupun badan hukum privat tergantung pada konteks atau peristiwa atau 
hubungan hukum yang melibatkatkan badan hukum itu sendiri sebagai 
subjeknya. Badan hukum itu dapat dilihat dari segi kepentingan hukum 
yang diwakilinya atau pada tujuan aktivitas yang dijalankannya. Jika dilihat 
dari segi kepentingan, maka badan hukum dapat dikatakan sebagai badan 
hukum public apabila kepentingan yang menyebabkan dibentuk didasrkan 
atas kepentingan umum atau kepentingan public,bukan kepentingan orang 
per orang. Namun apabila kentingan yang menyebabkan badan hukum 
dibentuk berdasrkan kepentingan pribadi orang per orang , maka badan 
hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata. 
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Di lain pihak, badan hukum disebut badan hukum public dapat 
dilihat dari maksud dan tujuannya dibentuknya badan hukum yang 
bersangkutan, yaitu untuk tujuan-tujuan yang bersifat public atau privat 
(perdata). Dengan hubungannya dengan partai politik, maka partai politik 
sebagai badan hukum dilihat dari maksud dan tujuan yang ingin dicapai  
dalam mendirikan partai politik tersebut jika partai politik didirikan dengan 
maksud untuk bergerak dibidang lapangan hukum public, sehingga badan 
hukum partai politik disebut sebagai badan hukum public dan tidak dapat 
disebut badan hukum privat. 
Namun, partai politik yang kegiatannya bergerak di lapangan 
hukum publik dapat pula secara  bersamaan berfungsi sebagai badan 
hukum privat (perdata). Sifata public atau perdata yang terkait dengan 
status badan hukum ini tergantung pada sifat dan corak transaksi atau 
hubungan hukum yang terkait atau yang melibatkan badan hukum itu 
sebagai subjeknya. Oleh karena itu, pengelompokan badan hukum yang 
berdasarkan  public atau privat bukanlah pengelompokan yang bersifat 
mutlak.hal ini disebabkan karena adanya badan hukum yang bersiifat 
campuran tergantung transaksi hukum yang melibatkan badan hukum itu 
sendiri sebagai subjeknya. 
Walaupun demikian, partai politik yang didirikan memang bukan 
untuk tujuan-tujuan dan kepentinagn-kepentingan politik yang bersifat 
perdata. Namun dlam kegiatannya sehari-hari, aktifitas-aktivitas yang 
dilakukannya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik ataupu hal-hal 
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yang berkenaan dengan soal hak dan kewajiban yang bersifat perdata. 
Namun sebagai badan hukum, partai politik dapat pula melakukan 
kegiatan-kegiatan dalam bentuk perdata. Misalnya, mendapatkan hak atas 
tanah dan banguna kantor, mengadakan jual beli barang yang bergerak, 
dan sebagainya. Oleh karena itu semua kegiatan tersebut bersifat perdata 
dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat pula 
bertindak sebagai badan hukum yang sah. Meskipun menjalankan 
kegiatan yang bersifat perdata, namun partai politik tidak dapat dikatakan 
badan hukum perdata sebab partai politik menjalankan kegiatatn yang 
berkenaan dengan dunia politikyang berkenaan dengan kepentingan 
rakyat. 
3. Fungsi Partai Politik dan Negara Hukum 
Dalam sebuah Negara hukum seperti Indonesia fungsi partai politik 
diatur secara tegas dalam Pasal 11 Bab V UU No.2 Tahun 2011 tentang 
Partai Politik. Adapun fungsi partai politik tersebut yaitu : 
a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar 
menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan 
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara; 
b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai pelekat persatuan 
dan kesatuan bangsa untuk mensejahtrakan masyarakat  ; 
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c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik 
masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan 
menetapkan kebijakan Negara; 
d. Partisipasi politik warga Negara; 
e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 
mekanisme demokrasi dalam memperhatikan kesejahtraan dan 
keadilan gender. 
Fungsi lain partai politik dalam Negara demokrasi yaitu: 
1. Partai Sebagai Sarana Sosialisasi Politik 
Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai melalui mana 
seseorang memperoleh pemahaman sikap serta orentasi terhadap 
fenomena politik yang terjadi dimana ia berasal. Proses ini biasanya 
berjalan secara berangsur-angsur mulai dari masa kanak-kanak hingga 
dewasa. 
Sosialaisasi politik dapat juga bermakna melaui mana masyarakat 
menyampaikan norma-norma atau nilai-nilai dari satu generasi ke 
generasi berikutnya. 
Pada prtai politik, peran sebagai salah satu alat asosiasi politik 
dijalankan dengan melalui ceramah-ceramah, kursus-kursus, ataupun 
penataran-penataran bagi pengikut atau kader dari prtai politik tertentu. 
2.   Partai Sebagai Sarana Rekrutmen Politik. 
Rekrutmen politik adalah proses mencari atau mengajak seorang 
yang turut aktif dalam kegiatan politik dan menjadi anggota politik. Dalam 
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hal ini partai politik turut memperluas partisipasi politik masyarakat dengan 
mengajak seorang yang dianggap berbakat dan memiliki kecakapan 
dalam bidang politik untuk menjadi anggota partai politik untuk selanjutnya 
dikader oleh partai dengan harapan dapat berprestasi dalam bidang politik 
serta mampu mengisi jabatan-jabatan dan sebagai pengurus partai. 
Biasanya pola rekrutmen politik dijalankan oleh sebuah partai politik 
melalui kontrak pribadi, pendaftaran anggota secara resmi dan lain 
sebagainya, 
3. Partai Sebagai Sarana Komunikasi Politik 
Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan rupa / 
masalah agar menjadi kesimpangsiurkan aspirasi dalam masyarakat 
selanjutnya mengatur sedemikian rupa agar kesimpangsiuran pendapat 
dalam  masyarakat dapat berkurang. Dalam masyarakat yang modern dan 
begitu luas, pendapat seseorang atau sekelompok orang yang 
beranekaragam yang disebabkan banyaknya kepentingan yang ada 
didalamnya. Oleh karena itu partai politik berfungsi untuk menampung dan 
menggabungkan bebbagai pendapat dan aspirasi tersebut menjadi suatau 
kebijakan umum. Proses penggabungan ini disebut “Penggabungan 
Kepentingan”  (interest aggregation). 
Setelah menggabungkan kepentingan oleh partai politik dirumuskan 
menjadi sebuah kebijakan umum. Hasil rumusan ini selanjutnya 
dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan dan di sampaikan 
kepeda pemerintah agar dijadikan sebagai kebijakan umum (public policy). 
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4 . Partai Politik sebagai Sarana untuk Mengkritik Rezim yang Berkuasa. 
Fungsi ini pada umumnya dilakukan oleh partai politik yang tidak 
masuk dalam struktur kekuasaan akibat dari kekalahannya dalam pemilu. 
Oleh karena itu, partai-partai yang kalah tersebut biasanya berlakon dalam 
stu wadah untuk berlakon sebagai oposisi. Partai oposisi ini, pada 
umumnya mengkritik penguasa atas berbagai kebijakannya yang 
dianggap merugikan kepentingan umum dan juga menarik simpati dari 
massa pemilih untuk pemilihan berikutnya. 
5  Partai sebagai Sarana Pengatur Konflik.  
Dalam suatu masyarakat yang demokratis, parsaingan dan 
perbedaan pendapat merupakan hal yang sangat wajar. Jika samapai 
terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya. Konflik yang 
dimaksud disini adalah dalam arti yang luas, mulai dari perbedaan 
pendapat sampai pada pertikaian fisik antara individu atau kelompok 
dalam masyarakat. 
Akan tetapi, tentu suatau sistem politik hanya akan mentolelir 
konflik yang tidak meghancurkan dirinya sehingga permasalahannya 
bukan menghilangkan konflik itu melainkan mengendalikan konflik melaui 
lembaga demokratis untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk 
keputusan politik. 
Partai politik sebagai salah satu lembaga demokratis berfungsi 
untuk mengendalikan konflik melalui cara dialog dalam pihak-pihak yang 
berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan 
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kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik membawa persoalan ke 
Badan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa 
keputusan politik , diperlukan kesediaan berkompromi antar wakil rakyat 
yang berasal dari partai-partai politik (Mariam Budiardjo, 1998:163-164, 
Ramlan Surbakti, 1992:120) 
Sukarna (1990,90-91) menjelaskan beberapa fungsi partai politik 
yang lainnya yaitu meliputi partai politik sebagi: 
1. Pendidikan politik (political education). 
2. Sosialisasi politik (political socialization) 
3. Pemilihan pemimpi-pemimpin politik (political selection). 
4. Pemaduan pemikiran-pemikiran politik (political aggegtion). 
5. Memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat ( interest 
articulation).  
6. Melakukan tata hubungan politik (political communication). 
7. Mengkritik rezime yang memerintah (criticism of regime). 
8. Membina opini masyarakat (stimulating public opinion). 
9. Mengusulkan calon (proposing candidates)  
10. Mnemilih pejabat-pejabat yang akan di angkat (choosing 
appointive officer) 
11. Bertanggung jawab atas pemerintahan (responsibility 
forgoverment). 
12. Menyelesaikan perselisihan (conflict manajement). 
13. Mempersatukan pemerintahan (unifying the government) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
 
A   Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalam pemilihan ini digunakan teknik 
pustaka atau studi dokumen yaitu menginventaris, meneliti, dan menguji 
bahan-bahan hukum atau data tertulis baik kitab perundang-undangan, 
buku-buku, jurnal, bahan-bahan ertulis lainnya yang berkaitan dengan 
objek yang diteliti 
Bahan hukum yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah :  
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan 
berhubungan erat denagn objek yang diteliti yaitu : 
1)  Undang-undang Dasar 1945 (sebelum dan sesudah 
amandemen) 
2) Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
3) Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang 
diteliti 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 
seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, 
pendapat para pakar hukum. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primerdanm 
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sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensikopedia, dan 
kamus lainnya 
Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan .\ 
B  Tipe dan Jenis Penelitian 
Sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini maka tipe 
penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif 
yaitu berusaha untuk memberikan gambaran atau uraian mengenai 
pembentukan partai politik menurut UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai 
Politik. 
Sebagai penelitian deskriptif, pendekatan normatif yang terfokus 
pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronasi 
vertical dan horizontal dari peraturan perundang-undangan, perbandingan 
hukumdan sejarah hukum. 
C  Pengelolahan Data dan Analisis Data  
Data yang dihimpun dengan cara mengumpulkan bahan penelitian, 
kemudian dikelompokan kedalam bahan penelitian, urgensi dan relevansi 
dalam objek penelitian, kemudian diolah, diklasifikasikan secara 
sistematis, logis, dan yuridis dengan maksud untuk mendapatkan 
gambaran umum dan spesifik mengenai objek penelitian. Analisis data 
dilakukan secara kualitatif yuridis.    
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      Bab IV 
PEMBAHASAN 
A. Syarat syarat pembentukan partai politik menurut Undang   
Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. 
Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut 
serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolahan Negara. Dewasa ini 
partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita sebagai lembaga 
politik, partai bukan seuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya 
mempunyai sejarah cukup panjang meskipun juga belum cukup tua. Bias 
dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan 
manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi Negara. Dan ia 
baru ada di Negara modern 
 Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan 
bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja 
partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar 
terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh 
karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan 
kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan 
meningkatkan kualitas demokrasi. 
Dalam menyongsong pemilihan umum, banyak partai-partai politik 
baru bermunculan. Hal ini tampak dari banyaknya partai politik yang 
33 
mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu 1999 yang mencapai 141 partai 
politik. Sedangkan dalam pemilihan umum 2004 jumlah partai yang 
mendaftar di Departemen Hukum dan Ham menjadi 209 partai politik. Hal 
ini menunjukan para tokoh di Negara kita begitu bersemangat mendirikan 
partai politik. Sehingga pada akhirnya partai politik berjumlah ratusan 
Banyaknya jumlah partai politik yang mendaftarkan diri sebagai 
partai politik disebabkan oleh syarat yang ditetapkan untuk pembentukan 
partai politik relative mudah. Oleh krena itu banyaknya partai politik yang 
mendaftar tidak di barengi dengan kwalitas para pendirinya yang kadang 
kala hanya ingin menjalankan hasrat politiknya sendiri tanpa 
memperhatikan aspirasi aspirasi rakyatnya. Hal ini yang turut serta 
menyokong lemahnya pelembagaan partai politik.. 
Seperti yang nampak di hadapan mata, saat ini peran partai politik 
sudah bergeser. Tidak lagi sebagai penyalur aspirasi masyarakat, pemberi 
pencerdasan, serta pengontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang 
dikeluarkan pemerintah yang merupakan fungsi sejati partai politik. Tetapi, 
kondisi partai politik saat ini tidak ubahnya sebagai "ladang", untuk 
mencari kehidupan dan kekuasaan. Korupsi yang melanda banyak 
anggota partai politik, maupun para wakil rakyat yang membuat Undang-
Undang tidak pro rakyat, merupakan cerminan mereka hari ini. 
  Munculnya perilaku partai politik yang demikian, tidak lain akibat 
dari sebuah mekanisme politik alias sistem politik yang membuat partai-
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partai politik mau tidak mau berlaku demikian. Biaya pemilu yang mahal, 
gaji yang tak seberapa setelah menjabat, menjadikan mereka sibuk 
memutar otak bagaimana caranya mengembalikan uang yang telah 
mereka keluarkan dalam pesta demokrasi, pemilihan umum. 
Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik yang baru disahkan oleh DPR RI pada 16 Desember kemarin, 
memberikan syarat-syarat ketat dalam mendirikan partai politik. Hal itu 
dilakukan untuk mengantisipai membengkaknya jumlah partai politik pada 
pemilu 2014 mendatang.  
Pada peraturan sebelumnya UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Partai Politik menentukan bahwa  “Partai politik didirikan dan dibentuk  
oleh sekurang-kurangnya  50 (limapuluh) orang warga negara Republik 
Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akte 
notaris”. Dari ketentuan itu terlihat bahwa pendirian atau pembentukan 
partai politik mudah dilakukan karena cukup mengumpulkan 50 (lima 
puluh) orang, sehingga mendorong setiap orang atau kelompok untuk 
mendirikan partai politik. 
Pembentukan partai politik merupakan implementasi atas hak 
kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini  
di atur secara jelsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi bahwa “ 
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setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat” .  
Ketentuan ini mengandung substansi yang jauh lebih tegas 
dibandingkan ketentuna pada Pasal 28 yang berasal dari rumusan asli 
sebelum Perubahan Kedua pada tahun 2000 yang berbunyi “ 
kemerdekaan berserikat, berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan 
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang”. 
Hak atas kemerdekaan berserikat dan berkupul seperti yang 
dimaksud oleh Pasal 28E ayat (3) juncto Pasal 28 UUD 1945 tersebut 
diatas, terkait erat dengan hak kemerdekaan berserikat atau freedom of 
assiciation  itu sendiri merupakan satu bentuk ekspresi pendapat dan 
aspirasi atas ide-ide yang dislurkan dengan cara kerja sama dengan orang 
lain yang seide dan seaspirasi. 
Oleh karena itu, jaminan atas kemerdekaan berserikat , berkumpul, 
dan mengeluarkan pendapat lebih lanjut diatur secara konstitusional 
dalam  Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2011 tantang Partai Politik. 
Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 
yang berlaku sebelumnya, yang pada faktanya dianggap dapat memicu 
timbulnya warga masyrakat yang merasa hak untuk berserikat dan 
berkumpul mereka masih di batasi.  
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Adapun syarat-syarat pembentukan partai politik yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada Bab II Pasal 2 yaitu; 
1. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 
(tiga puluh) orang warga Negara Indonesia yang telah 
berusia 21 (dua puluh satu) tahun  atau sudah menikah dari 
setiap provinsi. 
1.1. Partai politik sebagai mana yang telah di jelaskan pada 
ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) 
orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik 
dengan akta notaris 
1.2. Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap 
sebagai anggota partai politik lain  
2. Pendirian dan pembentukan partai politik sebagai mana 
dimaksud pada ayat(1) menyertakan 30% (tiga puluh 
perseratus) keterwakilan perempuan. 
3. Akta notaries sebagai mana dimaksud pada ayat (1.1) harus 
memuat AD dan ART serta kepengurusan partai politik 
tingkat pusat . 
4. AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling 
sedikit: 
a. Asas danciri partai politik; 
b. Visi dan misi partai politik; 
c. Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik; 
d.  Tujuan dan fungsi partai politik; 
e. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan 
keputusan; 
f. Kepengurusan partai politik; 
g. Mekanisme rekrutmen keanggotaan partai politik dan 
jabatan politik; 
h. Sistem kaderisasi; 
i. Mekanisme pemberentian anggota partai politik; 
j. Peraturan dan keputusan partai politik; 
k. Pendidikan politik; 
l. Keuangan partai politik; 
m. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai 
politik. 
5. Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat(2) disusun dengan menyertakan paling 
sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. 
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 Pada peraturan sebelumnya UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Partai Politik menentukan bahwa  “Partai politik didirikan dan dibentuk  
oleh sekurang-kurangnya  50 (limapuluh) orang warga negara Republik 
Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akte 
notaris”. Dari ketentuan itu terlihat bahwa pendirian atau pembentukan 
partai politik mudah dilakukan karena cukup mengumpulkan 50 (lima 
puluh) orang atau syarat memiliki kepengurusan paling sedikit 60 persen 
dari jumlah provinsi, 50 persen dari jumlah kabupaten/kota pada setiap 
provinsi yang bersangkutan dan 25 persen dari jumlah kecamatan pada 
setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan.sehingga 
banyaknya partai politik yang dibentuk tanpa memperhatikan kwlitas 
berpolitik kader kadernya. 
Sementara pada peraturan saat ini mengatur bahwa “partai politik di 
dirikan dan dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 30(tiga puluh) warga 
Negara Indonesia  yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau 
sudah menikah dari setiap provensi” pada undang undang terdahulu 
cukup dengan 50 orang saja sementara pada revisi baru ini menjadi 30 
orang setiap provinsi atau Setiap Partai Politik Harus mewakili 75 persen 
kabupaten di setiap provinsi dan 50 persen kecamatan di setiap 
kabupaten. Untuk syarat pendirian partai, diantaranya UU Parpol juga 
mengatur tentang jumlah pendiri 30 orang ditiap provinsi dan 10 orang di 
pusat. sehingga memberikan kesempatan pada warga di setiap provinsi 
untuk mengeluarkan aspirasi politiknya melalui partai politik dan juga 
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pembatasan partai politik baru  mengantisipasi membengkaknya jumlah 
partai politik peserta Pemilu sehingga persyaratanpendirian parpol 
diperketat. Selain itu, persyaratan ketat itu dimaksudkan untuk  menjaga 
agar anggaran untuk parpol tidak mengalami pembengkakan selain itu 
menekan banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu dalam proses 
demokrasi di Indonesia merupakan suatu bentuk konsenkuensi logis dari 
penerapan sistem demokrasi secara konsisten, namun di sisi lain 
banyaknya jumlah partai politik tidak otomatis membuat kualitas 
pelaksanaan sistem demokrasi menjadi lebih baik, bahkan cenderung 
menjadi semakin buruk. 
Ketentuan sebaran pengurus ini tidak hanya berlaku untuk partai 
partai politik baru yang ingin mendapatkan badanhukum tetapi semua 
partai wajib mengikuti ketentuan sebaran pengurus ini termasuk  semua 
partai lama yang telah mendapatkanSK badan hukum sebagai partai 
politik dari Menkumham di tahun 2008. Termasuk juga semua perpol yang 
memiliki wakil di DPR RI. Kewajiban atas ketentuan ini dilakukan dengan 
mengikuti verifikasi yang dilakukan kemenkumham selambat lambatnya 
2,5 tahun sebelum hari “H” pemilu. ( saat ini parpol yang berbadan hukum 
berjumlah 74 parpol) 
Hal ini dilakukan krna adanya wacana dalam pembahasan RUU 
penyelenggaraan pemilu, bahwa peserta pemilu harus sudah di tetapkan 
selambat lambatnya 2,5 tahun sebelum pemilu dan untuk memberikan 
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kesempatan kepada semua partai politik untuk menyiapkan diri lebih awal 
dalam menghadapi pelaksanaan pemilu dan batasan tahapan ini, baik 
untuk memperoleh badan hukum maupun ikut pemilu akan menjadi 
batasan waktu baku bagi pemilu pemilu mendatang. 
.Setelah ketentuan itu terpenuhi para pendiri parpol akan 
mendaftarkan pada Kementrian hukum dan ham sesuai pasal 2 ayat (1a) 
yang berbunyi “partai politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili 
seluruh pendiri partai politik dengan akta notaries” dan tentunya untuk 
melewati tahap veripikasi yang berlanjut di Kementrian hukum dan ham 
guna untuk memperoleh badan hukum dan mengikuti pemilu.  
Dalam hal keterwakilan perempuan dalam partai politik merupakan 
implementasi dari perwujutan dari hak yang di atur dalam undang-undang 
dasar 1945 pada pasal 27 dengan tegas menyatakan bahwa semua orang 
sama kedudukannya dihadapan hukum. Sebenarnya kedudukan 
perempuan di Indonesia cukup kuat karena banyak ketentuan dalam 
berbagai undang-undang serta peratutran yang lain yang member 
prlindungan yuridis padanya hak politik perempuan diatur juga pada 
konvensi hak politik perempuan pada 1952 dan telah di rativikasi oleh 
DPR menjadi Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958, pada pasal 1 
menetapkan bahwa: “ perempuan berhak memberikan suara dalam 
semua pemilihan dengan status yang sama dengan pria tanpa 
40 
diskriminasi” hak ini telah dilaksanakan pada pemilu 1955, sebelum 
Indonesia merativikasikan konvensi ini. Pasal 2 menyatakan : “perempuan 
dapat dipilih untuk semua badan elektif yang diatur dengan hukum 
nasional. Dan masih banyak lagi konvensi-konvensi lain yang mengatur 
keterlibatan perempuan dalam politik. 
Puncaknya pada diperoleh ketika undang-undang Nomor 12 Tahun 
2003 tentang pemilu member peluang baru dengan menetapkan dalam 
pasal 65 (1): “ setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon 
anggota DPR,DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap 
daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 
sekurang kurangnya 30%”  sekalipun dianggap kurang memenuhi aspirasi 
sebagian besar kaum perempuan. 
 Dalam hal akta notaries pada aturan di atas harus memuat AD  
(Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) yang memuat 
asas dan tujuan partai politik. Asas partai politik dan cirinya tidak boleh 
bertentangan dengan asas Negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1),(2),dan (3) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tantang Partai politik menyatakan sebagai berikut; 
1. Asas partai politik tidak boleh bertentangn dengan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
2. Partai polirik dapat mencantumkan cirri tertentu yang 
mencerminkan kehendak cita-cita partai politik  yang tidak 
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bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
3. Asas dan cirri partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
  
Partai politik didirikan tentunya memiliki tujuan sebagaimana di atur 
dalam pasal 10 ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011 
tantang Partai Politik yang menyatakan bahwa: 
1. Tujuan umum partai politik adalah: 
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia 
sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan 
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi berdasarkan 
Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 
d. Mewujudkan kesejahtraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
2. Tujuan khusus Partai Politik adalah: 
a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat 
dalam rangka penyelanggaraan kegiatan politik 
pemerintahan; 
b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan 
c. Membangun etika dan budaya berpolitik dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
3. Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diwujudkan dengan cara konstitusional. 
 
Partai politik dalam anggaran dasar dan rumah tangganya 
membutuhkan manajemen keuangan untuk menjalankan visi dan misinya, 
dan mengingat bahwa pembentukan partai ini merupakan perwujudan 
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kedaulatan rakyat partai politik ini sebagai asset Negara. Maka dalam 
rangka mendukung terwujudnya kehidupan  demokrasi diindonesia, di atur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 Tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik. Pemerintah memberikan dukungan 
bantuan keuangan kepada partai politik. Pemberian keuangan kepada 
partai politik bertujuan untuk membantu partai politik dalam 
memperjuangkan cita-cita anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Disamping itu juga untuk meningkatkan peran 
partai politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan 
mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia . 
 
B . Verivikasi Partai Politik Untuk Memperoleh Badan Hukum 
Pada, Jumat (11/11/2011) Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia mengumumkan hasil penelitian dan/atau verifikasi terhadap 
partai politik sebagai diamanatkan UU No.2 Tahun 2008 jo. UU No.2 tahun 
2011 tentang Partai Politik. Selain berdasarkan peraturan perundangan 
tersebut, keputusan ini dibuat sebagai penegasan komitmen 
Kemenkumham kepada penghormatan hak berpolitik setiap warga negara, 
khususnya dalam pembentukan partai polilik. Maka, proses pemeriksaan 
dilakukan dengan mengedepankan asas transparansi dan keadilan, 
sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 
Berdasarkan kebijakan menghormati hak berpolitik setiap warga 
Negara tersebut, maka Kemenkumham memutuskan untuk 
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memaksimalkan masa penelitian dan/atau verifikasi partai politik yaitu 
paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja, karena penutupan 
pendaftaran diputuskan pada 22 September 2011, dengan demikian batas 
akhir proses penelitian dan/atau verifikasi adalah 25 November 2011. 
Sedangkan batas akhir penerbitan keputusan pengesahan partai politik 
menjadi badan hukum adalah 16 Desember 2011, yaitu paling lama 15 
(lima belas) hari kerja sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau 
verifikasi (Lihat Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Partai Politik). 
Penelitian dan/atau verifikasi partai politik adalah pemeriksaan, 
pengujian dan pembuktian kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai 
politik yang dilakukan secara administratif oleh Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan instansi terkait. 
Tujuan verifikasi partai politik yaitu : 
1. Penguatan demokrasi dan system kepartaian yang efektif; 
2. Penguatan kelembagaan, fungsi dan peran partai politik; 
3. Pergeseran system politik mendorong system politik multi 
partai sederhana;  
4. Untuk menjamin efektifitas pemerintah; 
5. Menghindari belenggu elit partai kecil atau gurem. 
 
Menurut  Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Partai Politik disebutkan 
“Partai Politik yang telah disyahkan sebagai badan hukum berdasarkan 
Undang-Undang  No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui 
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keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut 
Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi”.Merujuk pada pasal 
diatas, partai-partai baru yang ingin ikut dalam pemilu 2014 diharuskan 
mengikuti proses verifikasi yang dilaksanakan oleh Kemenkumham untuk 
mendapatkan status badan hukum. Untuk lolos verifikasi, partai politik 
baru harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi serta 75 persen 
pengurus dari seluruh kabupaten, dan 50 persen dari kecamatan sehingga 
di perkirakan jumlah pengurusan kabupaten/kota dan kecamatan yang 
harus dimiliki setiap Partai Politik yaitu : 
- Tingkat Kabupaten/ Kota 
465 Kabupaten/Kota x 75% = 349 
- Kecamatan  
6.093Kecamatan x 50%= 3.047 . 
Setelah partai politik baru melengkapi syarat syarat yang diatur 
dalam undang-undang partai politik maka partai politik akan melaui 
tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dan Ham dan 
ketentuan Partai Politik di Indonesia untuk menjadi Peserta Pemilu tahun 
2014 harus melalui dua tahapan Verifikasi.  yaitu Verifikiasi pendirian 
partai politik atau untuk mendapatkan badan hukum dan lembaga yang 
diberi wewenang adalah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Kemenkumham) beserta jajarannya Kesbangpol Tingkat Provinsi dan 
Kab/Kota. Tentunya melalui tahapan sosialisasi terlebih dahulu 
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Dalam melakukan penelitian dan/atau verifikasi partai politik, Tim 
dapat melakukan penelitian/verifikasi langsung kepada instansi atau 
kantor yang menerbitkan persyaratan administratif dan pendaftaran 
penyesuaian partai politik berbadan hukum dan pendirian pembentukan 
partai politik baru yang dituangkan dalam berita acara penelitian. 
Penelitian dan/atau verifikasi partai politik dilakukan paling lama 45 (empat 
puluh lima) hari kerja. 
Adapun peran Kesbangpol Provinsi dan Kota dan Camat yaitu: 
1.  sosialisasi mengenai kegiatan penelitian/ verifikasi 
2. Membentuk tim melibatkan instansi terkait 
3. Validasi data kantor secretariat partai politik dengan 
meminta kepada partai politik surat keterangan domisili 
atau bukti sah status kantor sampai akhir april 2014 
4. Validasi data terhadap surat pernyataan pengurus tidak 
merangkap sebagai anggota Partai Politik 
5. Validasi data tentang tingkat kepengurusan dan SK 
kepengurusan 
 
Setelah verifikasi yang dilakukan jajaran dan  Kesbangpol Provinsi 
dan kota  kemudian diterbitkan surat keterangan bagi partai politik yang 
telah melaporkan kepengurusannya (SE MDN No.210/139/D.IV tgl 4 Feb 
2011)  kemudian di teruskan keverivikasi oleh jajaran Kementrian Hukum 
dan Ham untuk dikeluarkannya SK badan Hukum 
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 Yang kedua, Verifikasi Kepesertaan pemilu tahun 2014 adalah 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya KPU Tingkat Provinsi 
dan Kab/Kota saat ini masih berlangsung proses verifikasi 
pendirianPartaiPolitik. 
Adapun syarat dan proses verifikasi yang diatur dalam peraturan 
Mentri Nomor: M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum 
dan Partai politik baru Menjadi badan Hukum Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tntang perubahan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 Tentang Partai Politik 
Permohonan pendaftaran penyesuaian partai politik berbadan 
hukum dan pendaftaran pendirian dan pembentukan partai politik baru 
menjadi badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Partai Politik harus diajukan sekurang-kurangnya oleh Ketua Umum partai 
politik dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 
A. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 
(tiga puluh) warga Negara Indonesia yang telah berusia 
21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap 
provinsi dan didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima 
puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai 
politik dengan akta notaris yang memuat: 
1. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan 
kepengurusan pusat partai politik; 
2. Pendiri dan pengurus partai politik menyertakan 30% 
(tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. 
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B. Didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia dengan melampirkan: 
1. Salinan akta notaris pendirian dan pembentukan 
partai politik bermeterai cukup sebagaimana dimaksud 
dalam huruf A yang memuat: 
a. Pendiri 
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
yang mencantumkan: 
(1) asas dan ciri partai politik; 
(2) visi dan misi partai politik; 
(3) nama, lambang atau tanda gambar partai 
politik; 
(4) tujuan dan fungsi partai politik; 
(5) organisasi, tempat kedudukan, dan 
pengambilan keputusan; 
(6) kepengurusan partai politik; 
(7) mekanisme rekrutmen keanggotaan partai 
politik dan jabatan politik; 
(8) sistem kaderisasi; 
(9) mekanisme pemberhentian anggota partai 
politik; 
(10) peraturan dan keputusan partai politik; 
(11) pendidikan politik; 
(12) keuangan partai politik; dan 
(13) mekanisme penyelesaian perselisihan 
internal partai politik (yang di dalamnya 
memuat Mahkamah Partai Politik atau 
sebutan lain). 
2. nama, lambang atau tanda gambar yang tidak 
mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan nama, lambang atau tanda 
gambaryang telah dipakai secara sah oleh partai 
politik lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, sebanyak 2 (dua) asli dan 5 (lima) 
fotokopi; 
3. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 
75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah 
kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan 
paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah 
kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan 
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yang dibuktikan dengan daftar kepengurusan partai 
politik: 
a. pada setiap provinsi disertai 
(1) Surat Keterangan dari Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik provinsi bersangkutan 
yang menyatakan bahwa kepengurusan 
partai politik tersebut benar telah dilaporkan 
keberadaannya 
(2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang 
dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh 
pejabat yang berwenang (antara lain 
pejabat yang menandatangani KTP atau 
setingkat di atasnya), pengadilan negeri, 
atau notaris atas nama sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang fungsionaris 
utama, misalnya Ketua, Sekretaris, dan 
Bendahara. 
b. paling sedikit 75 % dari jumlah kabupaten/kota 
pada provinsi yang bersangkutan disertai 
(1) Surat Keterangan dari Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik kabupaten/kota 
bersangkutan yang menyatakan bahwa 
kepengurusan partai politik tersebut benar 
telah dilaporkan keberadaannya 
(2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang 
dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh 
pejabat yang berwenang (antara lain 
pejabat yang menandatangani KTP atau 
setingkat di atasnya), pengadilan negeri, 
atau notaris atas nama sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang fungsionaris 
utama, misalnya Ketua, Sekretaris, dan 
Bendahara. 
c. paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari 
jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang 
bersangkutan disertai: 
(1) Surat Keterangan dari Camat bersangkutan 
yang menyatakan bahwa kepengurusan 
partai politik tersebut benar telah dilaporkan 
keberadaannya. 
49 
(2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang 
dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh 
pejabat yang berwenang (antara lain 
pejabat yang menandatangani KTP atau 
setingkat di atasnya), pengadilan negeri, 
atau notaris atas nama sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang fungsionaris 
utama, misalnya Ketua, Sekretaris, dan 
Bendahara. 
4. Alamat kantor tetap pada tingkat pusat, provinsi dan 
kabupaten/kota yang tidak berubah sampai tahapan 
terakhir pemilihan umum yang dibuktikan dengan: 
a. surat keterangan domisili partai dari lurah/kepala 
desa setempat; 
b. bukti sah status kantor tersebut berupa sertifikat, 
perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam 
pakai atau perjanjian lain yang berlaku 
sekurangkurangnya sampai dengan akhir April 
2014. 
5. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan 
bahwa orang bersangkutan benar pendiri atau 
pengurus dari partai tersebut dan tidak menjadi 
pendiri, pengurus atau anggota partai lain. 
6. Bukti rekening atas nama partai politik berupa 
keterangan dari bank. 
C. Dokumen sebagaimana tersebut pada huruf B di atas 
merupakan dokumen terbaru yang diterbitkan setelah 
berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik. 
D. Dokumen yang telah diserahkan oleh partai politik menjadi 
milik negara yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan 
HAM dan tidak dapat ditarik kembali. 
 
Setelah terpenuhinya syarat diatas maka masuklah pada proses 
pendaftaran, penelitian dan verifikasi dan pengesahan partai politik. 
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A. PENDAFTARAN 
 
1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima 
permohonan pendaftaran penyesuaian partai politik 
berbadan hukum dan pendirian dan pembentukan partai 
politik baru menjadi badan hukum pada Direktorat Jenderal 
Administrasi Hukum Umum. 
2. Penyerahan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran 
paling lambat diterima 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukan 
penelitian dan/atau verifikasi. 
3. Dalam menerima pendaftaran, petugas pendaftaran: 
a. memberikan tanda terima sementara berkas permohonan 
pendaftaran penyesuaian partai politik berbadan hukum 
dan pendaftaran pendirian/pembentukan partai politik baru 
menjadi badan hukum yang belum lengkap (Lampiran III); 
b. memberitahukan kekurangan persyaratan administratif 
tersebut kepada pemohon; 
c. memberikan tanda terima bahwa partai politik yang 
bersangkutan telah melengkapi persyaratan yang kurang 
(Lampiran IV); 
d. mencatat dalam buku register permohonan pendaftaran 
penyesuaian partai politik berbadan hukum dan 
pendaftaran pendirian/pembentukan partai politik baru 
menjadi badan hukum, yang meliputi: 
(1) nama pemohon/kuasanya; 
(2) waktu dan tanggal permohonan; 
(3) nama partai politik 
(4) nama pengurus/pimpinan pusat partai politik; 
(5) alamat tetap sekretariat partai politik; 
e. memproses permohonan pendaftaran penyesuaian partai 
politik berbadan hukum dan pendaftaran 
pendirian/pembentukan partai politik baru menjadi badan 
hukum yang telah lengkap. 
 
 
B. PENELITIAN DAN/ATAU VERIFIKASI 
 
1.  Untuk mengesahkan pendaftaran penyesuaian partai politik 
berbadan hukum dan partai politik baru menjadi badan hukum, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan 
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penelitian dan/atau verifikasi terhadap partai politik pendaftar 
yang telah memenuhi persyaratan. 
2. Penelitian dan/atau verifikasi partai politik dilakukan secara 
administratif dan periodik bekerjasama dengan Direktorat 
Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam 
Negeri berkaitan dengan penerbitan surat keterangan dari 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi, kabupaten/kota 
dan kecamatan. 
3. Penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran 
persyaratan partai politik dilakukan oleh Tim yang dibentuk 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
4. Tugas Tim adalah memeriksa dan meneliti, baik secara 
administratif maupun substansial terhadap persyaratan 
permohonan pendaftaran penyesuaian partai politik berbadan 
hukum dan pendaftaran partai politik baru. 
5. Dalam melakukan penelitian dan/atau verifikasi partai politik, 
Tim dapat melakukan penelitian/verifikasi langsung kepada 
instansi atau kantor yang menerbitkan persyaratan 
administratif pendaftaran penyesuaian partai politik berbadan 
hukum dan pendirian dan pembentukan partai politik baru 
yang dituangkan dalam berita acara penelitian (Lampiran V) 
6. Penelitian dan/atau verifikasi partai politik dilakukan paling 
lama 45 (empat puluh lima) hari kerja. 
 
C. PENGESAHAN PENYESUAIAN PARTAI POLITIK BERBADAN 
HUKUM DAN PARTAI POLITIK BARU MENJADI BADAN 
HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI 
POLITIK 
 
1. Pengesahan penyesuaian partai politik berbadan hukum dan 
partai politik baru menjadi badan hukum dilakukan dengan 
menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia 
dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak 
berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi. 
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan setelah 
menyerahkan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP). 
52 
3. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
disampaikan kepada: 
a. Mahkamah Agung; 
b.  Mahkamah Konstitusi; 
c. Menteri Dalam Negeri; 
d. Komisi Pemilihan Umum; 
e. Percetakan Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia; 
 
B. PEDOMAN MENGENAI PENGGUNAAN NAMA, LAMBANG 
ATAU TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK 
 
1. Nama, lambang atau tanda gambar partai politik tidak boleh 
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 
dengan nama, lambing atau tanda gambar partai politik lain. 
2. Yang dimaksud dengan ”mempunyai persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang atau 
tanda gambar partai politik lain” adalah memiliki kemiripan 
yang menonjol dan menimbulkan kesan adanya persamaan, 
baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan 
maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam 
nama, lambing atau tanda gambar partai politik lain. 
3. Dalam hal ada partai politik yang mempunyai persamaan pada 
pokoknya dengan nama, lambang atau tanda gambar partai 
politik lain, maka cara penyelesaiannya adalah: 
(1) apabila ada persamaan pada pokoknya dengan nama, 
lambang atau tanda gambar antara partai politik baru yang 
mendaftar dan partai politik yang telah berbadan hukum, 
maka partai politik baru yang mendaftar harus mengubah 
nama, lambang atau tanda gambarnya; 
(2) apabila ada persamaan pada pokoknya dengan nama, 
lambang atau tanda gambar antar partai politik yang 
mendaftar, maka partai politik yang mendaftar kemudian 
harus mengubah nama, lambang atau tanda gambarnya. 
Apabila hari dan tanggalnya sama, maka yang 
dipergunakan sebagai pedoman adalah jam pada waktu 
memasukkan permohonan pendaftaran. 
4. Selain itu, partai politik juga dilarang menggunakan nama, 
lambang atau tanda gambar yang sama dengan: 
(1) bendera atau lambang negara Republik Indonesia. Yang 
dimaksud dengan lambang negara Republik Indonesia 
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adalah burung Garuda Pancasila dengan semboyan 
Bhinneka Tunggal Ika. Penggunaan sebagian dari 
gambar/simbol yang ada dalam lambing negara tidak 
termasuk dalam ketentuan ini. 
(2) lambang lembaga negara atau lambang pemerintah. Yang 
dimaksud dengan lambang lembaga negara adalah 
lambang dari lembaga-lembaga negara yang termaktub 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan peraturan perundangundangan lain. 
Misalnya: lambang MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, 
Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksud dengan lambang 
pemerintah adalah lambang instansi pemerintah, seperti 
kementerian, lembaga pemerintah lain, dan pemerintah 
daerah. 
(3) nama, bendera, atau lambang negara lain dan nama, 
bendera, atau lambang lembaga/badan internasional. 
(4) nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau 
organisasi terlarang; atau 
(5) nama atau gambar seseorang. 
 
 
  Adapun rincian proses verifikasi yang dilakukan oleh jajaran 
Kementrian hukum dan ham bekerja sama dengan kesbangpol provinsi 
dan kabupaten/kota yaitu: 
1. Di tingkat kecamatan, semua pengurus ditingkat kecamatan 
akan melaporkan diri dengan membawa susunan 
kepenguruan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan 
Bendahara (3 orang) dan membawa surat keterangan lurah 
atas domisili kantor dan surat keterangan yang sah terkait 
status kantor. Camat akan mengeluarkan keterangan soal 
laporan ini. 
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2. Ditingkat kabupaten, pengurus partai politik kabupaten akan 
membawa semua Surat Keteranagn Camat (50 persen dari 
jumlah yang ada pada kabupaten tersebut) ke kantor 
kesbang Kabupaten. Termasuk pengurusan parpol 
kabupaten. Bupati atau pejabat yang disepakati akan 
mengeluarkan surat ini 
3. Di tingkat provinsi pengurus Partai Politik akan melakukan 
hal yang telah dilakukan ditingkat kabupaten. 
4. Terakhir pengurus DPP akan membawa semua dokumen 
dari daerah ke Kementrian Hukum dan Ham beserta 
dokumen yang disyaratkan dalam Undang-Undang. 
Adapun peran Kesbangpol Provinsi dan Kota dan Camat yaitu: 
1.  sosialisasi mengenai kegiatan penelitian/ verifikasi 
2. Membentuk tim melibatkan instansi terkait 
3. Validasi data kantor secretariat partai politik dengan 
meminta kepada partai politik surat keterangan domisili 
atau bukti sah status kantor sampai akhir april 2014 
4. Validasi data terhadap surat pernyataan pengurus tidak 
merangkap sebagai anggota Partai Politik 
5. Validasi data tentang tingkat kepengurusan dan SK 
kepengurusan 
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Dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Kemenkumham, 
tercatat 14 partai politik baru yang mendaftarkan diri. Hasil verifikasi 
Menkumham menunjukan hanya 1 dari 14 partai politik yang lolos 
verifikasi.  Setelah melalui proses verifikasi sejak tanggal 23 September 
2011 sampai dengan 25 November 2011, dari partai politik yang 
mendaftarkan diri untuk memperoleh status badan hukum, yang lolos 
verifikasi adalah partai Nasdem yang sesuai dengan keterangan pers 
menkumham tanggal 11 November 2011. Sedangkan 13 partai politik 
lainnya tidak memenuhi syarat untuk lolos verifikasi karena blum 
memenuhi parsyaratan yang di tentukan oleh undang-undang  dan oleh 
karena itu tidak memperoleh status badan hukum sesuai dengan 
peraturan perundang –undangan yang berlaku mengenai partai politik. 
Ketiga belas partai politik yang tidak lolos verifikasi tersebut adalah: 
1. Partai Demokrasi Pancasila (DEPAN) 
2. Partai Independent 
3. Partai Rakyat bangkit 
4. Partai Rakyat Republik (PAKAR) 
5. Partai kekuatan Rakyat Indonesia 
6. Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) 
7. Partai Nasional Republik 
8. Partai Penganut Thariqot Islam Negara Islam Indonesia 
9. Partai Persatuan Nasional 
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10. Partai Republik Perjuangan 
11. Partai Republik Satu 
12. Partai Satria Piningit 
13. Partai Serikat Rakyat Independent (SRI) 
  Dan akhirnya setelah dilakukanya verifikasi yang berlanjut dari 
Kementrian Hukum dan ham bekerja sama dengan kesbangpol provinsi 
dan kabupaten/kota maka dilakukan penerbitan surat keputusan mentri. 
Pengesahan penyesuaian partai politik berbadan hukum dan partai politik 
baru menjadi badan hukum dilakukan dengan menerbitkan Keputusan 
Menteri Hukum dan Asasi Manusia dalam waktu paling lama 15 (lima 
belas) hari kerja sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi. 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disampaikan kepada 
partai politik yang bersangkutan setelah menyerahkan bukti pembayaran 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan di umumkan pada berita 
Negara republic Indonesia.  Pasal 4 ayat (4) . 
Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
disampaikan kepada: 
a. Mahkamah Agung; 
b. Mahkamah Konstitusi; 
c. Menteri Dalam Negeri; 
d. Komisi Pemilihan Umum; 
e. Percetakan Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia; 
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   Alur Verifikasi Partai Politik Pada tahun 2011 
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Bab V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan secara deskriptif dalam 
bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Syarat-syarat pendirian partai politik berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu: 
a. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga 
puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua 
puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi; 
b. Partai Politik didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang 
pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta 
notaris; 
c. Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai 
anggota Partai Politik lain; 
d. Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% (tiga 
puluh perseratus) keterwakilan perempuan; 
e. Akta notaris  harus memuat AD dan ART serta kepengurusan 
Partai Politik tingkat pusat; 
f. Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat disusun dengan 
menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) 
keterwakilan perempuan. 
 
2. Proses verifikasi Partai Politik untuk memperoleh badan hukum yaitu:   
a. Di tingkat kecamatan, semua pengurus ditingkat kecamatan akan 
melaporkan diri dengan membawa susunan kepenguruan yang 
terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (3 orang) dan 
membawa surat keterangan lurah atas domisili kantor dan surat 
keterangan yang sah terkait status kantor. Camat akan 
mengeluarkan keterangan soal laporan ini; 
b. Ditingkat kabupaten, pengurus partai politik kabupaten akan 
membawa semua Surat Keterangan Camat (50 persen dari jumlah 
yang ada pada kabupaten tersebut) ke kantor kesbang Kabupaten. 
Termasuk pengurusan parpol kabupaten. Bupati atau pejabat yang 
disepakati akan mengeluarkan surat ini; 
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c. Di tingkat provinsi pengurus Partai Politik akan melakukan hal 
yang telah dilakukan ditingkat kabupaten; 
d. Terakhir pengurus DPP akan membawa semua dokumen dari 
daerah ke Kementrian Hukum dan Ham beserta dokumen yang 
disyaratkan dalam Undang-Undang. 
 
B.Saran 
Adapun saran yang hendak penulis kemukakan dari pembahasan 
tentang pembentukan partai politik adalah sebagai berikut : 
1. Hendaknya peraturan tentang verifikasi lebih diperjelas lagi di dalam 
undang-undang dan peraturan peraturan lainnya agar para pendiri 
partai politik yang baru dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut 
agar nantinya para partai yang mendaftarkan diri pada kementerian 
hukum dan ham lebih siap dan tentunya dibarengi dengan kualitas 
para kader kader partai politik yang baru itu guna tercapainya system 
multi partai yang baik di Indonesia; 
2. Hendaknya lebih ditingkatkan sosialisasi tentang pembentukan partai 
politik pada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui 
bagaimana cara pembentukan partai politik di Indonesia.  
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